
BAB IV 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

1.1.Peran Anggota Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi DPRD 

Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2019 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran 

Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan fungsi DPRD di 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019, dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

Dalam menjalankan fungsi DPRD di Kabupaten Lombok Utara 

periode tahun 2014-2019 bahwa anggota legislatif perempuan yakni Ni 

Wyn Sri Pradiyanti yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan 

Galuh Nurdiyah sebagai anggota DPRD telah menjalankan tiga fungsi 

utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Akan tetapi 

belum memaksimalkan kemampuan dan perlunya meningkatkan 

kapabilitas agar dapat secara penuh menjalankan tiga fungsi DPRD. 

Tabel 32. Indikator Pengukuran Anggota Legislatif Perempuan Dalam 

Menjalankan Fungsi DPRD 

No. Nama  Fungsi DPRD  Indikator  

 Ni Wyn Sri Pradiyanti Fungsi legislasi 1. Tidak mengetahui secara spesifik 

pedoman yang digunakan dalam 

penetapan raperda menjadi  perda 

2. Tidak mengetahui jumlah perda 

yang telah ditetapkan selama 



menjabat sebagai anggota legislatif 

3. Tidak mengetahui pernah di 

ajukannya perda inisiatif dari DPRD 

meskipun tidak dibahas hingga final. 

4. Tidak pernah muncul dalam media 

atau memberi tanggapan terhadap 

masyarakat yang melakukan 

komplain terhadap kinerja DPRD 

5. Tidak mampu mewakili aspirasi 

kaum perempuan di Kabupaten 

Lombok Utara. 

6. Tidak mengetahui tentang 

permasalahan perempuan di 

kabupaten Lombok Utara 

7. Rendahnya tingkat kehadiran dalam 

rapat pembahasan perda 

 Fungsi 

anggaran 

1. Adanya tolak ukur presentase antara 

belanja rakyat dan belanja aparatur 

dalam proses penetapan APBD 

2. Tidak mendalami peran dalam 

menjalankan fungsi anggaran 

3. Rendahnya tingkat kehadiran dalam 

rapat paripurna pembahasan APBD 

4. Mengetahui secara umum proses 

pembahasan hingga penetapan 

APBD 

Fungsi 

pengawasan 

1. Tidak adanya ketegasan 

(funishment) papbila pihak eksekutif 

melakukan pelanggaran 

2. Apabila ditemukan penyimpangan 

hanya melakukan teguran 

3. Rendahnya tingkat kehadiran dalam 

rapat pembahasan LKPJ oleh 

eksekutif 

2. Galuh Nurdiyah Fungsi legislasi 1. Tidak menyebutkan secara spesifik 

pedoman yang digunakan dalam 

pembahasan raperda hingga 

penetapan perda 

2. Jarang muncul di publik 

3. Tidak mengetahui permasalahan 

perempuan 

4. Tidak mengetahui pernah 

mengajukan perda inisiatif 

5. Tidak mengetahui jumlah perda 

yang mampu ditetapkan selama 

menjabat sebagi anggota legislatif 



6. Tingkat kehadiran dalam 

mpembahasan raperda hingga perda 

dapat dikatakan baik. 

Fungsi anggaran 1. Menggunakan presentase 40 % dan 

60 % belanja masayarakat dan 

aparatur 

2. Tingkat kehadiran dalam 

pembahasan LKPJ oleh eksekutif 

dapat dikatakan sangat baik 

Fungsi pengawasan 1. Pengawasan dilakukan bersama 

komisi 

2. Melibatkan masyarakat dalam proses 

pengawasan yakni dengan 

melakukan wawancara 

3. adanya dokumen yang membuktikan 

bahwa Ibu galuh Nurdiyah dalam 

rapat berasam leading sector 

menyampaikan keluhan masyarakat 

dan apa yang terjadi di lapangan. 

4. Menggunakan kepuasan masyarakat 

untuk mengetahui apakah berjalan 

atau tidak program yang telah 

dilaksanakan oleh pihak eksekutif 

Diolah dari berbagai sumber: dokumentasi, berita online, wawancara. 

1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Anggota Legislatif 

Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi DPRD di Kabupaten Lombok 

Utara Tahun 2014-2019 

1. Faktor pendukung  

Faktor pendukung dua anggota legislatif perempuan dalam menjalankan 

fungsi DPRD yaitu: 

a. Kualitas anggota 

Dengan adanya anggota-anggota yang lain dalam menjalankan 

fungsi DPRD Kabupaten Lombok Utara dapat menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam menjalankan fungsi DPRD oleh dua anggota 



legislatif karena dapat saling menutupi kekurangan dan membantu 

penyelesaian tugas dan fungsi. 

b. Tingkat pendidikan  

Dalam hal ini dapat juga menjadi dfaktor penghambat 

karena dengan latar belakang pendidikan yang bukan politik, 

pemerintahan, maupun hukum menjadi sulit dalam melaksanakan 

fungsi DPRD. disamping itu tidak adanya pengalaman organisasi 

dalam bidang politik menjadi faktor penghambat terkait pengetahuan 

dalam bidang politi. Namun, dengan adanya pelatihan dari partai 

politik dan pengalaman suami dalam bidang politik juga menjadi 

faktor pendorong dalam melaksanakan fungsi DPRD 

2. Faktor penghambat 

a. Budaya patriarki 

Tidak ada pembatasan peran dalam menjalankan fungsi di 

DPRD Kabupaten Lombok Utara peran antara DPRD laki-laki dan 

perempuan melakukan tugas dan fungsi yang sama artinya sama-

sama memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama.  

Selain itu, dengan adanya keterwakilan perempuan di 

lembaga DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan sikap lemah 

lembut dan sifat keibuan yang dimiliki oleh anggota legislatif 

perempuan justr masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan 

aspirasinya karena masyarakat menjadi lebih terbuka dalam 

menyampaikan aspirasi atau keluhan-keluhannya. Sehingga dapat 



disimpulkan bahwa budaya patriarki baik itu di lembaga DPRD 

maupun masyarakat bukan menjadi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan fungsi DPRD 

b. Peran ganda perempuan  

Dalam lingkungan keluarga menjadi faktor pendukung 

dalam menjalankan fungsi DPRD karena anak sudah dewasa bahkan 

menikah dan dorongan suami untuk istri sebagai wakil rakyat 

mempermudah dua anggota legislatif perempuan dalam menjalankan 

fungsi DPRD. namun, karena kesibukan sebagai anggota legislatif 

memiliki waktu yang kurang bersama keluarga.  

2. SARAN 

1. Anggota legislatif perempuan dalam menjalankan 3 fungsi DPRD yaitu: 

legislasi, anggaran, dan pengawasan. Harus lebih menguasai ketiga fungsi 

tersebut.  

2. Sebagai pimpinan DPRD harus lebih memberikan contoh kepada anggota-

anggota yang lain terkait kedisiplinan dalam rapat-rapat untuk menjalankan 

fungsi DPRD. 

3. Untuk DPRD Kabupaten Lombok Utara, agar melakukan evaluasi secraa Intern 

untuk mengetahui hambatan dan kendala yang diahadapi dalam menajalan 

fungsi DPRD sehingga kendala-kendala tersebut dapat dicegah sedini 

mungkin. 

4. Harus adanya laporan kinerja DPRD untuk mengetahui kinerja dari anggota 

DPRD dalam menajalankan fungsi DPRD. karena di DPRD Kabuapaten 



Lombok Utara tidak memiliki laporan kinerja dan melihat hasil kinerja dari 

rapat.  

2. Dengan adanya keterwakilan Perempuan di DPRD Kabuapaten Lombok utara 

diharapkan mampu mewakili kepentingan-kepentingan perempuan yang ada di 

Lombok utara.n Terutama, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 

perempuan di daerah. 

 


